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Gorontalopost.id— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo melaksanakan rapat
paripurna pembicaraan tingkat | DPRD Kota Gorontalo dalam rangka penyampaian Walikota Gorontalo
terhadap rancangan nota keuangan dan ranperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Tahun 2022. Senin tanggal 18 September 2022.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Gorontalo, Hardi Sidiki, dan diikuti oleh seluruh
anggota DPRD Kota Gorontalo. Walikota Gorontalo Marten Taha, Wakil Walikota Ryan Kono, serta para

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Gorontalo juga hadir dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Ketua DPRD Kota Gorontalo, Hardi Sidiki menyampaikan setelah menerima nota pengantar keuangan
Perubahan APBD Kota Gorontalo tahun 2022 ini, DPRD Kota Gorontalo siap melakukan pembahasan

sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Gorontalo.

Seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Gorontalo sudah menerima nota keuangan Perubahan APBD Tahun

2022 ini, tentunya kita siap melakukan pembahasan,” ujarnya.

Sumber Berita:

GORONTALOPOST.ID Dekot Terima Rancangan APBD P 2022, Hardi : Kita Bahas Sesuai
Mekanisme dan Peraturan https://gorontalopost.id/2022/09/20/dekot-terima-rancangan-aphd-p-2022-
hardi-kita-bahas-sesuai-mekanisme-dan-peraturan/ [diakses pada 20 September 2022]
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Catatan:

1. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

a.

pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

. pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

pasal 10 menyatakan bahwa kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam

pasal 6 ayat (2) huruf c:

1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola
APBD;

2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran
APBD.

. pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang

ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;

pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah
dan kemampuan pendapatan daerah;

pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun laporan Realisasi Semester
Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

. pasal 31 ayat ( 2) menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud meliputi realisasi APBD, neraca,

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan

perusahaan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara, menyatakan bahwa:

a.

pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan
pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;

pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah
untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan;

. pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas

pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

a.

pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban
Daerah tersebut;

pasal 1 angka (2) yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;

pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan

undang-undang;

. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

Pasal 4 ayat (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan

mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

1) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

2) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas
bersama;

3) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan
bersama DPRD;

4) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

5) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

6) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

7) menetapkan KPA,

8) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

9) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

10) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
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11) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

12) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

13) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta

pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
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